GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR A4f TAHUN 2017

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat
(3), Pasal 35 ayat (6), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (7),
Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa. Umum, perlu menetapkan Peraturan -Gubernur
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Umum;

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .,
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3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011
Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0048);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR  TENTANG PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

B

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungut Retribusi
Daerah yang selanjutnya disingkat PD/UPTD adalah Perangkat
Daerah /Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang
memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, vayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada  Wayjib
Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya
yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut  peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau Pemotong Retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok Retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi

administrasi berupa bunga dan/atau denda.~N/"
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23.

24.

25.

26.

27,

28.

29,

30.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli
daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada PD/UPTD Pemungut Retribusi.

Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang
dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu
berlangganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan
tarif menurut Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang berlaku dan
berfungsi sama dengan penetapan.

Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi
Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala PD atas nama
Gubernur yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan
pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah
adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan
kesanggupan pembayaran angsuran Retribusi Daerah.

Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai
dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil
pengolahan data dan pengarsipan.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan
Retribusi.

Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh
data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi
dengan cara penyampaian STRD kepada wajib Retribusi untuk diisi secara
lengkap dan benar.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah
atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan
Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat
teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar
Retribusi sesuai dengan Retribusi terutang.

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib

Retribusi yang tercantum pada STRD, yang belum kedaluwarsa dan
Retribusi lainnya yang masih terutang.



31.

32.

Kedaluwarsa adalah suatu alat ukur untuk memperoleh sesuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.

Tata Cara Pembayaran, Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran dan

Penundaan Pembayaran Retribusi;

. Tata Cara Penagihan dan Penerbit Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang

Sejenis;

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa,

d. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; dan

. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN

(1)
(2)
(3)

(4)

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran, Penentuan Tempat Pembayaran Retribusi
Pasal 3

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Jasa Umum diberikan.
Jatuh Tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja dan
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal
SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib
Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerima dan/atau
Bendahara Penerima Pembantu pada PD dan/atau UPT Pemungut Retribusi.




(5) Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Penerima Pembantu pada PD
dan/atau UPTD Pemungut  Retribusi membuat Tanda Bukti
Pembayaran /Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.

(6) Penerimaan pembayaran disetorkan seluruhnya kepada Kas Umum Daerah
pada Bank pemerintah yang ditunjuk paling lama 1 x 24 Jam pada hari kerja
dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran.

(7) Penerimaan pembayaran Retribusi yang disetor ke Kas Umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara :

a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos
oleh pihak ketiga; dan

c. disetor melalui bendahara penerima dan/atau bendahara pembantu
penerimaan oleh pihak ketiga.

(8) Penerimaan Pembayaran Retribusi karena sesuatu hal, kondisi
geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah seminggu sekali yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala PD.

(9) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2 %
(dua persen) dengan menerbitkan STRD.

(10) Bentuk Formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran, Surat
Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar,
Laporan Tunggakan Retribusi Daerah, Laporan Penerimaan dan Penyetoran
Retribusi Daerah serta Laporan Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran VIII dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

E Pasal 4
I

(1) Kepada SKPD Pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan
persetujuan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran
kepada wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

| (2) Tata cara pengajuan permohonan secara angsuran maupun penundaan

pembayaran ditetapkan oleh PD Pemungut.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5

Pemberian persetujuan secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 4 (empat) kali
pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pemberian persetujuan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai di atas Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pemberian persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas)
hari kerja sejak diterbitkannya SKRD.

Pemberian persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan atas Ketetapan Retribusi senilai di
atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB III
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT

TEGURAN/PERNYATAAN/SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 6

Kepala PD dan UPTD Pemungut Retribusi dapat menerbitkan STRD atau dokumen
lain yang dipersamakan apabila :

a.

(1)

(2)

Retribusi yvang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRD Jabatan dan SKRDKBT
setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar;,

dari hasil penerbitan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat
kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
dan

Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Pasal 7

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai
tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rSurat
Teguran/Peringatan /Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi

Retribusi yang terutang.




(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala PD dan/atau UPTD Pemungut.

BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 8
Kepala PD dapat mengajukan Penghapusan Piutang Retribusi kepada
Gubernur, dalam hal :
a. piutang Retribusi tidak dapat ditagih lagi; atau
b. kedaluwarsa.
Piutang Retribusi tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, apabila Wajib Retribusi:
a. meninggal dunia,
b. tidak diketahui keberadaannya, atau
c. mengalami pailit.
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

BABV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui
Kepala PD.

Gubernur mendelegasikan penetapan Keputusan telah terjadi kelebihan
pembayaran retribusi atas permohonan Wajib Retribusi kepada Kepala PD.
Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memuat hal-hal sebagai berikut:

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa Retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang jelas; dan

e. dilampiri copy SKRD dan SSRD.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kﬂpang ‘\\

Diundangkan di Kupang
pada tanggal Q.ﬁi}eg ke 2017

SEKRETARIS DAERAH
v/ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, A

,-ﬂ

X BENE S POLO MAING
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR
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LAMPIRANI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :ﬂ‘b TAHUN 2017

TANGGAL 19 pesewloy 2017
FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI
Nomor dan Tanggal

Masa Retribusi :
Tahun Retribusi '

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)/PERMOHONAN

Kupang
Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

Nama

Alamat e o e 14T 4 Bl e e e e ] e e e e e e e e

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan pemakaian | pemanfaatan

Obyek Retribusi L
Penggunaan Untuk S T v e e e e i bR eaRe TR L
Jangka Waktu R P 5 5 4b e iR SS BEE 8 6 ik e e aRa Nt e

Apabila permohonan dikabullkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai Perda Retribusi
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perubahannya
serta Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 dan menanggung penggantian segala biaya-biaya yang
diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri
kuasa.

Kemudian atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal : A R B R R
Dikembalikan tanggal Wajib Retribusi
Keterangan:
Lembar [ : Untuk PD Pengelola
Lenbar II : Untuk Wajib Retribusi s
T
o~ E.-'iu n,'g;ﬂ“:f.-'
.’-".'""‘"-\.‘:_
s
. -ﬂh
F I‘;ﬂ'.‘.
A GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,U
‘-';t'l.-i ! P




LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :,q-,% TAHUN 2017

TANGGAL qﬂw 2017

FOEMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor Ketetapan dan Tanggal
Bulan dan Tahun

A. WAJIB RETRIBUSI

1. Nama e e e e e el e el e
2. Instansi T T S P
3. Alamat Ty E DR,

B. OBYEK RETRIBUSI
1. Jenis Retribusi T L PO e O S 0O EaEES
2. Loklasi -

C. KETETAPAN RETRIBUSI
Jumlah ketetapan Retribusi Rp..........coccccmmmimessasacanstanmminomanissssssssssisistsisismsssssia
Yang harus dibayar.

D. PEMBAYARAN
1. Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/ Bendaharawan Penerima Pembantu pada FD
yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/fatau UPT.PD.
2. Keterlambatan pernbayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
per bulan;
3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD/SKRDKB diterbitlkan.

Keterangan:

Lembar 1 : Wajib Retribusi

Lembar Il : Seksi/ Petugas yang menangani retribusi
Lembanr I11 : Arsip




LAMPIRAN IIl : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 4£ TAHUN 2017

TANGGAL : g Degevnli/2017

FORMULIE TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanda terima dari wajib Retribusi:

1. Nama/Instansi

2. Alamat
3. Jumlah DI e m e s s e e o A e e e e AE
e R T
4. Untk membayar : Retribusi.......cccoceierennininns S i55EREAaE i 55 £ bR EHAREGE 15 5a
(Dasar Perda Nomor 8 Tahun 2011 dan Perubahannya serta Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun
2017)
5. Nomor dan Tanggal SKRD.....c.ccisuiiersn T TP pp———
6. Obyek Retribusi  s..iiciiiiinnnnn, S A B 8 AR B8 00 BN A A R s b
Wajib retribusi Bendaharawan Penerima Pembantu,
Penerima/Bendaharawan
Keterangan:
Lembar [ : Wajib Retribusi
Lembar 11 : Bendaharawan Penerima/Penerima Pembantu
Lembar 111 : Selsif Petugas yang menangani retribusi




LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 459‘ TAHUN 2017
TANGGAL z ;5 2017
FORMULIR SURAT T

PEMERINTAH PROVISI NUSA TENGGARA TIMUR
PD lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll LELEELIT L]

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
Nomor Tagihan dan tanggal
Bulan dan Tahun

A. WAJIB RETRIBUSI ;
l.Nama = .. B R S i e i o e i R R A AR BV P
2. Instansi. 000 ... e e T T P S e e s mas a ra e aa Cooo
3. Alamat

P P T T T

B. OBYEK RETRIBUSI
1.Jenis Retribusi
2. Lokasi

C. TAGIHAN RETRIBUSI
Junllﬂh Tag-hm‘l ch-i-busiRp'!!l!J:::!l!}!}}:IIFIFJ‘Jl!!ih”‘lllllJJJ‘J‘!llii]‘l]lllJIJ‘lIlllll?'llllfl""lii'F“J"|'F'FF

e R AR B R R R R R B AR R R e R CEET

P T T T P T T T T T T )

Denda (2%) I - R
Jumlah Keseluruhan < e S .
Dengaut HUBPUE. ...ccvriesinirriisssnermsssssmrsenss e s smnnrs sssmamsns s sn s i s s was 455 055 58 144 38 08000 2 anm nmnn

D. PEMBAYARAN

Pembayaran melalui Bendaharawan penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD
yang melakukan pemungutan Retribusi daerah dan/atau UPT.SKPD,

Kepala PD/UPT....cccceeeeaviae e R

FaEeEEEE R EEE SR SN SEEnA e

Keterangan:

Lembar 1 : Wajib Pajak

Lembar II : Seksi/Petugas yang menangani retribusi
Lembar 111 : Arsip.




LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : g, TAHUN 2017

TANGGAL qg_ﬁw 2017

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (STRDKB|

PEMERINTAH PROVISI NUSA TENGGARA TIMUR
PIL .cicainemsnsins ie sms s anmans seasans e e e Ealem

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR ([ STRDKB]

Nomor STRDKB dan tanggal :

Bulan dan Tahun
A. WAJIB RETRIBUSI

1. Nama

2. Instansi s — imaEE s T O e e

L | T e e et ATt el e e eTm e e e e e e e e e e e el e A
B. OBYEK RETRIBUSI

1. Jenis Retribusi e e mlm 1= s el maleals e e/ e e mm e e s = el sl o e oo e

2. Lokasi B oA AR AR £ B P e s S G B AR SR A B CCDECOCIECnS o

C. STRDKB
Jumlah Tagihan Retribusi B eminrnnanmannannansane s s s mms mummssoh s 44 0 G0 R B SE aRa ROy
Yang harus dibayar : Ep........ S Sa ¥a(s B meTE S ala s SR = sae e L] o = e Ao R e e el S A
Denda (2%) 4« S P PP PP sl e T el e
Jumlah Keseluruhan Rp........ccccsmiiisiess i ia s mE wabimammn s ans mals =an = nies s i e e s e
Dengan Huraf.. .....ccooivmmsia e s el e e s e R e S A SRR A

D. PEMBAYARAN
Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKFD
yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT.PD.

Keterangan:

Lembar | : Wajib Pajak

Lembar I1 : Seksi/Petugas yang menangani retribusi
Lembar 11 1 Arsip.




LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR
TANGGAL

: 43 TAHUN 2017

: ;la Pﬁ‘;w-lw 2017

FO

PORAN

KAN

usl

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PD --------------- R e T T T TR L L L T

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH

BT e e e e e reaReaE e i
o1 e
N KAN Y
JENIS PUNGUTAN TUNGGA ANG LALU KETETAPAN JUMLAH TAGIHAN PENERIMAAN TUNGGAKAN KETERANGAN
OBJEK RP OBIEK RP OBJEK RP OBIEK RP OBIJEK RP
1 p 3 4 ] b=2+4 f=3+5 8 g 10=6-8 11=/-9 12
JUMLAH
Keterangan;
Lembar | : Kepala PD Pengelola Pendapatan
Lembar 11 : Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov.NTT
Lembar 111

: Arsip.

A GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, l?




LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR ] TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
LIR TUN L

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

e e = & e e e el 'y o e .l ol T e s o o e 1 A A e
LAPORAN : PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN % o e e P e R DO e i e st R AR AR Ao e S A e ralte v et
PD e P P SFCoLT T T e T e O e
PENERIMAAN | PENYETORAN
JENIS PUNGUTAN JUMLAH 5/D || JUMLAH S/D % KETERANGAN
NO S/DIBULAN LALL BULAN IMI BULAN INI ka BULAN LALU BULAN INI BULAN INI
1 2 3 4 S & 7 B a 10
JUMLAH
Keterangan:
Lembar [ : Kepala PD Pengelola Pendapatan
Lembar II : Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan ASet Daerah Prov.NTT
Lembar I11 : Arsip.

A GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, h




-
LAMFIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL 2017
FORMULIR APAN RET DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN : KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
EmN B0 e ain A e P SRR FEAE ESpmaa r B R R AR RN RN R E R R
PD e v (uaaussnamse s A s R
JUMLAH S/D BULAN LALU BULAN INI JUMLAH 5/D BULAN INI
NO JENIS PUNGUTAN KETERANGAN
OBIEK RP OBIJEK RP DBJEK RP
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH
Heterangan:
Lembar | : Kepala PD Pengelola Pendapatan |
Lembar Il . Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT |
Lembar 11! : Kepala Bidang Retribusi |
Lembar IV . Arsip.

AGUBERNUR NUSATENGGARA TIMUR, b

'l




